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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa
Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasaArab
kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah
ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22
Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera
dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic
Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab Latin Arab Latin
\ a b Th
< B ] Zh
< T & g
& Ts & Gh
z J o F
C H d Q
¢ Kh d K
3 D J L
3 Dz a M
J R O N
J Z 3 w
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o S J H
o Sy s ’
ol Sh 0] Y
ua DI

C. Vokal, panjangdandiftong

Setiappenulisanbahasa Arab
dalambentuktulisanlatinvokalfathahditulisdengan “a”, kasrahdengan “i”,
dlommahdengan “u,” sedangkanbacaanpanjangmasing-
masingditulisdengancaraberikut:

Vokal (a) panjang = A Misalnya  J& menjadi Qala

Vokal (i) panjang = 1 Misalnya — J# menjadi  Qfila

Vokal (u) panjang = U Misalnya  0s° menjadi Dina

Khususuntukbacaanya’ nisbat, makatidakbolehdigantikandengan “i”,
melainkantetapditulisdengan “ly” agar dapatmenggambarkanya’
nisbatdiakhirnya. Begitujugauntuksuaradiftong, wawudanya’

setelahfathahditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhatikancontohberikut:
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= Misalnya  J&# menjadi  Qawlun

Diftong (aw)

I
L

Diftong (ay) - Misalnya = menjadi  Khayrun

D. Ta’ marbQ(thah (3)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 3l 4. ) menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

& 4as ) menjadi fi rahmatillah.

E. Kata SandangdanLafdh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhjalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikancontoh-contohberikutini:

a. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan ...
b. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
c. Masyd’ Allah kana wama lam yasya’ lam yakun.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

Xi



nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat”
ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namunia berupa
nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan
cara “Abd al-Rahmin Wahid”, “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan

“shalat”.
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ABSTRAK

Rinaldo Rama Saputa, 12220049, TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDA
KOTA MALANG NO.4 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR.Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: H. Khoirul Anam, M.HI.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tempat Parkir, PERDA Kota Malang

Mulai menjamurnya penyedia jasa tempat parkir di Kota Malang dan
beberapa problematika yang muncul, khususnya dalam aspek perlindungan
konsumen. Akhirnya, mendorong kami untuk mengadakan penelitian skripsi
terhadap fenomena tersebut. kami ingin meneliti regulasi terkait penyelenggaraan
jasa tempat parkir di Kota Malang, dan kesesuaian-nya dengan regulasi tentang
perlindungan konsumen. Sehingga harapannya, kami menemukan jawaban atas
masalah-masalah konsumen dalam penyelenggaraan jasa tempat parkir di Kota
Malang saat ini.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana
konsep pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Tempat Parkir? 2) Bagaimana Tinjauan UU No.8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap PERDA Kota Malang No.4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir? Penelitian ini tergolong ke
dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini disebut penelitian
kepustakaan atau library reseacrh. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian
yuridis normatif yang meneliti tentang peraturan perundang-undangan. Jenis
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual
(conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan
adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat Parkir memuat 27 pasal yang terbagi ke dalam 13 bab, yaitu
ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pengelolaan tempat parkir, jenis-
jenis tempat parkir, tempat khusus parkir, pengusahaan, ketentuan perijinan,
ketentuan pungutan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan
penyidikan dan ketentuan penutup. Analisis berdasarkan tinjauan UU No.8
Tahun1999 Tentang Perlindungan konsumen, PERDA Kota Malang No.4 Tahun
2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir membutuhkan beberapa pengaturan
yang perlu di tambahkan dan/atau dipertegas, antara lain: klausula baku, hak
konsumen dan pengusaha, kewajiban konsumen dan pengusaha, penyelesaian
sengketa diluar pengadilan dan sanksi administrasi serta peran dan tanggung
jawab pemerintah dalam pengelolaan tempat parkir di Kota Malang.
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ABSTRACT

Rinaldo Rama Saputa, 12220049,REVIEW OF THE LAW NO. 8 OF 1999
CONSUMER PROTECTION ON PERDA, MALANG CITY No. 4
ABOUT MANAGING THE PARKING PLACE.Thesis, Syariah
Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: H. Khoirul Anam,
M.HI.

Keywords: Consumer Protection, Motor Vehicle Parking Service, PERDA
Malang City

The proliferation of providers of parking services in the city of Malang
and several problems that arise, especially in the aspect of consumer protection.
Finally, it encouraged us to conduct a thesis research on the phenomenon. We
want to examine regulations related to the provision of parking services in the city
of Malang, and their compliance with regulations regarding consumer protection.
So hope, we find answers to consumer problems in the implementation of parking
services in the city of Malang today.

In this study, there are two formulation of the problem, namely: 1) What
is the concept of parking management in PERDA Malang City No.4 of 2009
concerning Management of Parking Lots? 2) What is the Review of Law No. 8 of
1999 concerning Consumer Protection of PERDA Malang City No.4 of 2009
concerning Management of Parking Lots.? This research belongs to the type of
normative juridical research. This research is called library research or library
reseacrh. This research, including in normative juridical research that examines
legislation. The type of approach used in this study is the conceptual approach. In
this study the data analysis method used was qualitative data analysis.

The results of this study, PERDA Malang City No.4 of 2009 concerning
Management of Parking lots contain 27 articles which are divided into 13
chapters, namely general provisions, principles and objectives, scope,
management of parking lots, types of parking lots, special parking spaces,
business, licensing provisions, provisions for levies, guidance and supervision,
criminal provisions, investigative provisions and closing provisions. Analysis
based on review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, PERDA
Malang City No.4 of 2009 concerning Management of Parking Lots requires
several arrangements that need to be added and / or reinforced, including: standard
clauses, consumer and employer rights, consumer obligations and entrepreneurs,
dispute resolution outside the court and administrative sanctions as well as the
role and responsibility of the government in managing parking lots in Malang
City.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan jumlah kendaraan
bermotor sangat pesat saat ini namun tidak diimbangi dengan perkembangan dan
perbaikan terhadap infrastruktur baik sarana maupun prasarana, sehingga terjadi
ketidakseimbangan. Selanjutnya ini menjadi salah satu indikator penyebab
terjadinya berbagai macam masalah transpertasi, misalnya kemacetan dan
kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan
dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada dimasyarakat umum baik itu
wilayah perkotaan maupun pedesaan yang menimbulkan keresahan terhadap

ketersediaan wilayah parkir.



Fenomena jasa penyedia tempat parkir di Kota Malang merupakan salah
satu kosekuensi dari semakin meningkatnya masyarakat pengguna kendaraan
bermotor diKota Malang. Tempat parkir hari ini sudah menjadi semacam
kebutuhan tersendiri bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kota
Malang. Setiap ruang-ruang public yang menjadi tempat berkumpulnya
masyarakat pasti menyediakan pula ruang khusus sebagai fasilitas bagi
masyarakat yang akan memarkir kendaraan bermotornya. Hal ini melahirkan
sebuah hubungan baru antar pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan dan

kebutuhan tempat parkir di Kota Malang.

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik
kendaraan. Karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius terutama
mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir
adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir,
seperti keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir
tetunya tidak ingin kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan

kendaraan yang diparkir. Namun tentu saja kemungkinan tersebut sering terjadi.

Pemerintah Daerah Kota Malang selaku pemangku otoritas yang memiliki
kewajiban terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat Kota Malang. Dalam
hal ini untuk menjaga ketertiban dan kepastian hokum serta perlindungan hukum
dalam konteks tempat parkir di wilayah otoritasnya. Lahirnya PERDA Kota
Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir merupakan wujud

dari respon Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap dinamika tersebut.



PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat
Parkir merupakan sebuah regulasi khusus yang berisikan tentang hal-hal yang
dibutuhkan terkait dengan fungsi hokum dan peran peran Pemerintah Daerah
dalam konteks pengelolaan tempat parkir di Kota Malang sebagai wilayah
otoritasnya. Didalam perda ini pun ditegaskan bahwa pengaturan pengelolaan
tempat parkir di kota malang merupakan wewenang dari Permerintah Daerah Kota

Malang.!

Sebagaimana halnya produk legislasi pada umumnya, PERDA Kota
Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dibuat dan
ditetapkan berdasarkan pada asas manfaat dan ketertiban masyarakat meupun
lingkungan. > Karena memang melihat fenomena jasa tempat parkir di Kota
Malang yang dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan dengan
berbagai dinamika kompleks didalamnya. Sehingga para pemerintah daerah kota
Malang dalam hal ini tetap mampu memberikan pengawasan demi terjaganya

ketertiban masyarakat dan lingkungan didalam wilayah otoritasnya.

Perlindungan hokum kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas jasa
tempat parkir, yang dalam hal ini khususnya adalah pengguna kendaraan bermotor
menjadi salah satu tujuan dari lahirnya PERDA ini.*Disamping beberapa hal lain

yang menjadi tujuan PERDA ini, seperti pengaturan, jaminan keteraturan dan

'Pasal 6 ayat (1) PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009, Pengaturan pengelolaan tempat parkir
merupakan wewenang Pemerintah Daerah.”

?Pasal 2 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009,”Pengaturan pengelolaan tempat parkir
dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.”
®Pasal 3 huruf (d) PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009,”memberikan perlindungan kepada
masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan
ditempat parkir yang telah ditentukan.”



keamanan di tempat parkir. Dari kesemua hal itu menjadikan masyarakat
khususnya pengguna kendaraan bermotor sebagai sasaran fundamen terhadap
keberlakuan PERDA No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir,
karena merekalah pengguna atau konsumen dari fasilitas tempat parkir yang diatur

dan dikelola oleh pemerintah daerah kota Malang selaku otoritatif.

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang selaku
pihak yang memiliki wewenang mengatur dan mengelola tempat parkir di kota
Malang kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tempat parkir melalui
PERDA No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah dapat
dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin adanya kepastian hokum kepada
masyarakat. Pertanggung jawaban dan kepastian yang dijamin bisa kita lihat dan
kita lakukan pengkajian melalui berbagai sudut pandang yang ada dan relevan,
misalnya dengan menggunakan sudut pandang Undang-Undang yang memiliki
relevansi dengan PERDA tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa jaminan perlindungan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor
sebagai pihak yang menjadi pengguna jasa/fasilitas tempat parkir merupakan
tujuan yang fundamen sebagai alasan adanya PERDA Kota Malang No.4 Tahun

2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

PERDA merupakan produk legislasi yang dalam Hierarki perundang-
undangan Indonesia berada dibawah Undang-Undang.* Hal ini menimbulkan
kosekuensi kesinambungan dan kesesuaian isi antara keduanya, PERDA sebagai

produk dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan secara isi maupun

*Lihat aturan tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia.



substansi dengan Undang-Undang. Ini cukuplah menjadi alasan Undang-Undang
sebagai alat analisis terhadap PERDA. Jaminan perlindungan kepada masyarakat
yang menggunakan fasilitas/jasa telah diatur didalam UU No.8 Tahun 1999

Tentang perlindungan Konsumen.

Kami memandang bahwa kehadiran PERDA Kota Malang No.4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah diteliti secara komprehesif
terhadap relevansinya dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Yang selanjutnya akan memberikan pemahaman kepada kita semua
tentang kwalitas perlindungan hokum kepada masyarakat yang dalam konteks
PERDA No.4 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir adalah pengguna kendaraan
bermotor itu sendiri. Selanjutnya dapat memberikan sedikit masukan terhadap
realitas perlindungan konsumen pengguna tempat parkir yang pada hari ini mulai

sering menjadi isu public masyarakat kota Malang, khususnya.

Berangkat dari beberapa ulasan konseptual yang kami sampaikan diatas
serta realitas di masyarakat, kami memohon ijin atas inisiatif untuk membuat
sebuah penelitian dengan judul, "TINJAUAN UU NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDA KOTA
MALANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT

PARKIR.”

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang yang telah kami paparkan, dapat

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4
Tahun 2009 Tentang pengelolaan Tempat Parkir?

2. Bagaimana tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
terhadap PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat

Parkir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan rumusan

masalah ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bagaimana relevansi terkait perlindungan konsumen
antara Undang-undang dengan PERDA dalam konteks jasa tempat parkir di

Kota Malang.
2. Tujuan Subyektif

a. Sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi

persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar sarjana



hukum strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Iimu

Hukum, khususnya hokum tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
akademis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hokum
perlindungan konsumen yang terkait dengan relevansi antara Undang-Undang
dengan PERDA dalam konteks pengelolaan tempat parkir oleh PEMDA Kota

Malang dengan Masyarakat pengguna jasa tempat parkir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu
pengetahuan dan memahami bagaimana penyusunan produk hokum di ranah

hokum perlindungan konsumenberdasarkan Undang-Undang.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai konsep hokum
perlindungan konsumen pengguna jasa tempat parkir di kota Malang yang sesuai

dengan Undang-Undang.



. Definisi Operasional

. PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (5) memberikan
definisi,”Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat
ditempat yang telah disediakan.” Lalu PERDA tersebut juga memberikan
beberapa jenis tempat parkir didalam Pasal 1 Ayat (6,7,8) antara lain
tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil.

. jasa secara difinisi dapat kita lihat didalam UU No.8 Tahum 1999 Ayat
(5),’adalah setiap layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” Tempat
parkir termasuk jasa jika dikaitkan dengan definisi didalam UU tentang
perlindungan konsumen diatas, karena merupakan prestasi Yyang
disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

. Konsumen didalam UU No.8 Tahun 1999 Ayat (2) adalah,”Setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan.” Dari ayat dalam UU no.8 Tahun 1999
ini dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menggunakan jasa tempat
parkir disebut konsumen.

UU No.8 Tahun 1999 Ayat (1) memberikan definisi tentang perlindungan
konsumen adalah,”Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum

untuk memberikan perlindungan hokum kepada konsumen.”

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keabsahan dan keaslian hasil penelitian serta
menghindari dari adanya unsur-unsur plagiasi, penulis mencantumkan
beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh

penulis. Beberapa judul penelitian terdahulu sebagai berikut:

a. Perlindungan konsumen pengguna secure parking di surabaya,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sari Dewi 2011,
fokus utama dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen
pengguna jasa tempat parkir yang dikelola oleh PT. Securinda
Packatama yang biasa disebut dengan secure parking. Secara
singkat perbedaan antara penelitian oleh Sari Dewi dengan
penelitian yang kami lakukan adalah, penelitian Sari Dewi
merupakan penelitian empiris dengan objek penelitian adalah
pengelolaan parkir di secure parking yang dikelola oleh PT.
Securindo Packatama di Surabaya. Sedangkan penelitian yang
kami lakukan berjenis penelitian normatif dengan objek penelitian
kami adalah relevansi antar regulasi, Yang dalam hal ini adalah
antara UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan
PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
Tempat Parkir.

b. Perlindungan hokum terhadap konsumen pengguna jasa parkir di
stasiun PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) purwokerto

(tinjauan yuridis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pasal 4 huruf
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(a,d,h), Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
Purwokerto, Reza Haris 2011, focus utama dalam penelitian ini
adalah sistem perlindungan konsumen penggunan jasa parkir di
stasiun KAl Purwokerto. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang kami lakukan adalah jenis penelitian yang
dilakukan adalah penelitian empiris sedangkan penelitian kami
adalah penelitian normative yang focusnya adalah relevansi antar
regulasi. Selain itu juga penelitian ini dilakukan dikota Purwokerto
sedangkan penelitian kami mengambil tempat di Kota Malang.

Penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi
pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Perparkiran), Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, M. Ni’am Al-Faiz, dalam penelitian
ini membahas tentang penerapan PERDA Kota Yogyakarta
Tentang penyelenggaraan perparkiran dan menganalisis faktor-
faktor penyebab PERDA tidak berjalan dengan maksimal.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah dari jenis
penelitiannya. Penelitian oleh M Ni’am Al- Faiz merupakan
penelitian empiris, sedangkan penelitian kami berjenis penelitian

normatif.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ynag dilakukan adalah yuridis normatif (normaitf legal
research) sebagaimana AbdulKadir Muhammad memaparkan bahwa penelitian
hukum normatif mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah
yang berlaku dalam masyaraka, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.” Dengan
jenis penelitian ini dilakukan kajian terhadap taraf sinkronisasi yaitu sampai
sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama
lain.® Serta kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Hasll kajian dipaparkan secara lengkap, rinci,, jelas dan

sistematis sebagai karya ilmiah.’

Penelitian ini di lakukan dengan cara mengkaji isi PERDA Kota Malang
No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dengan Undang-Undang
No0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahan-bahan pustaka, dan
literatur lainnya yang sesuai dan relevan dengan perlindungan konsumen dan

pengelolaan tempat parkir.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian di sesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan
masala dan tujuan penelitian. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat

di gunakan antara lain:

*Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.
®Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 97.
" Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 50.
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a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah
semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan
dengan isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan ini bisa di sebut
dengan pendekatan Qur’an Hadist (shari’a approach) bila yang
menggunakan al-Qur’an dan hadist sebagai pijakan dasar.

b) Pendekatan kasus (cases approach) menelaah kasus-kasus yang telah
menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan
agama, yang telah mempunyai hukum tetap.

c) Pendekatan historis (historical approach) menelaah latar belakang dan
perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang di hadapi. Hal ini
bisa menggunakan pendekatan Tarikh tasyri’ untuk mendalami hukum
Islam.

d) Pendekatan komparatif (comparative approach) menelaah suatu hukum
dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-
undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan
hukum adat atau peraturan satu daerah satu wilayah dengan wilayah lain
dalam satu negara. Pendekatan komparatif ini juga mencakup
perbandingan madzhab dan aliran agama.

e) Pedekatan konseptual (conseptual approach) menelaah konsep yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum dan agama.®

®pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, h.21
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Dalam penelitian yang akan kami lakukan, pendekatan yang akan kami
gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Yaitu,
antara Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dengan PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat

Parkir.
3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat di gunakan adalah data
sekunder. Yaitu, data yang di peroleh dari informasi yang sudah tertulis dalam
bentuk dokumen. Istilah ini sering di sebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum
di bedakan menjadi tiga jeni, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.® Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan di

gunakan, antara lain:

a) Bahan hukum primer adalah Undang-Undang No.8 Tahun1999
Tentang PerlindunganKonsumen dan PERDA Kota Malang No.4
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

b) Bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal dan hasil penelitian
lainnya yang berisikan data atau informasi-informasi terkait tema yang
akan di teliti, yaitu seputar perlindungan konsumen dan pengelolaan
tempat parkir.

c) Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang,

seperti kamus dan ensiklopedia.

°Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.
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4. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini di jelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data
primer maupun sekunder yang di sesuaikan dengan pendekatan penelitiian, karena
masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode
pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan
melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan
pengkajian bahan hukum.™®

Dalam penelitian ini kami akan menggunakan studi kepustakaan dengan
mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku dan literatur ilmiah lainnya
yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pengelolaan tempat parkir. Lalu
bahan-bahan tersebut akan kami inventarisasi berdasarkan relevansi nya dengan
tema yang akan kami teliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan kami lakukan
pengkajian dengan metode pengolahan data yang kami gunakan.

5. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data akan di jelaskan tentang prosedur pengolahan
dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang di pergunakan.
Pengolahan data biasanya di lakukan melui tahap-tahap, pemeriksaan data
(editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan
pembuatan kesimpulan (concluding).**
Analisi bahan hukum, peneliti harus menyesuaikan dengan metode dan

pendekatan yang di pergunakan. Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau

%pedoman Penulisan Karya llmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 23.
pedoman Penulisan Karya llmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.
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kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang spesifik karena menyangkut syarat-
syarat normatif yang harus di penuhi dari hukum yaitu:
a) Tidak menggunakan statistik.
b) Teori kebenarannya pragmatis (dapat di gunakan secara praktis dalam
kehidupan masyarakat).
¢) Sarat nilai.

d) Harus dengan teori yang relevan.'?

H. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahsan yang akan digunakan
dalam penelitian ini mulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup,
kesimpulan dan saran. Dalam penelitan ini sistematika pembahasan adalah

sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini di uraikan latar
belakang penelitian, permasalahan-permasalahan yang tercakup pada penelitian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan batasan masalah
serta metode penelitian yang memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk
membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini di jelaskan alat dan
metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan. Selain itu dipaparkan juga

metode yang digunakan untuk menganalisa data.

2pedoman Penulisan Karya llmiah 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 23.
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai
landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan
data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang
relevan sebagai permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut
nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang di angkat

dalam penelitian tersebut.

BAB Ill PEMBAHASAN

Pada bab ini di uraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian
literatur (membaca dan menelaah literature) yang kemudian di edit, di klasifikasi,
di verifikasi dan di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah di

tetapkan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan
merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat
terkait rumusan masalah yang telah di tetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan
harus sesuia dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran
kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap
tema yang di teliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk

penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tempat
berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi

perlindungan kepada orang yang lemah.*®

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah kumpulan peraturan atau
kaedah yang mempunyai isi yang berssifat umum dan normatif, umum karena

berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya

B3W.J.S Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Cetakan XI, (Jakarta : Balai Pustaka,
1986), 600.

17
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dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan

bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. **

Perlindungan hukum dalam pembahasan ini merupakan salah satu cita
hukum. Beberapa pakar / para ahli dibuidang ilmu hukum telah memberikan
definisi dan penjelasan mengenai perlindungan hukum yang akan dijadikan

sebagai acuan.

Fitzgerald mengutip argumentasi dari Salmond, bahwa perlindungan
hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari
suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya menerapkan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antar
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat.™

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

“Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 38.
5gatjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.
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hak yang diberikan oleh hukum.® Perlindungan hukum merupakan gambaran dari
bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak

mendapatkan perlindungan hukum dalam seluruh aktivitas hukumnya.

Philipus M. Hadjon juga berpandangan bahwa perlindungan bagi rakyat
sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan
hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,
yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujan untuk

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.*’

Lalu, Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpandangan bahwa hukum dapat
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif

dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.'®

Perlindungan hukum berfungsi sebagai penjamin terwujudnya kepastian
hukum bagi masyarakat. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, kepastian hukum
mengandung dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh
dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

'6gatjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 69

7gatjipto Raharjo, llmu Hukum, 54.

8Lily Rasjidi dan 1.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rusdakarya,
1993), 118.
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terhadap individu. Kepasstian hukum bukan hanya barupa pasal-pasal dalam
undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara
putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa

yang telah diputuskan.®

M. Sulaeman Jaluli didalam bukunya, kepastian hukum adalah jaminan
hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh
haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat
kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum
bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan
keadilan bersifat subyektif, induvidualistis dan tidak menyamaratakan. la
melanjutkan, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan
bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.
Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa

nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen

Pendapat para ahli diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa
kehadiran hukum dalam dimensi perlindungan hukum adalah suatu perlindungan
yang diberikan kepada subyek hukum karena keberadaan hukum itu sendiri yang
bertujuan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Baik
hukum dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, ataupun yang bersifat preventif

dan represif.

Ypeter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta : Kencana Pradana Media Grup,
2008), 158.
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2. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang

No.8 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen terdapat 65 pasal yang terbagi dalam 15 bab, antara lain :

Vi.

Vil.

viil.

Bab I(pasal 1), berisikan materi tentang ketentuan
umum.

Bab Il (pasal 2 dan pasal 3), berisikan materi tentang
asas dan tujuan.

Bab IIl (pasal 4, 5, 6 dan pasal 7), berisikan materi
tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan
kewajiban pelaku usaha.

Bab IV (pasal 8 — pasal 17), berisikan materi tentang
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Bab V (pasal 18), berisikan materi tentang ketentuan
pencantuman klausula baku.

Bab VI (pasal 19 — pasal 28), berisikan materi tentang
tanggung jawab pelaku usaha.

Bab VII (pasal 29 dan pasal 30), berisikan materi
tentang pembinaan dan pengawasan.

Bab VIII (pasal 31 — pasal 43), berisikan materi tentang
badan perlindungan konsumen nasional.

Bab Xl (pasal 44), berisikan materi tentang lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat.



Xi.

Xii.

Xiil.

Xiv.

XV.

Undang-Undang

menjelaskan, konsumen
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Bab X (pasal 45 — pasal 48), berisikan materi tentang
penyelesaian sengketa konsumen.

Bab XI (pasal 49 — pasal 58), berisikan materi tentang
badan penyelesaian sengketa konsumen.

Bab XII (pasal 59), berisikan materi tentang
penyidikan.

Bab XIII (pasal 60 — pasal 63), berisikan materi tentang
sanksi.

Bab X1V (pasal 64), berisikan tentang materi ketentuan
peralihan.

Bab XV (pasal 65), berisikan materi tentang penutup

No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.?

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum

kepada konsumen.?

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

“pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
“'pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republlik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui  perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha,

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga
non pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai
kegiatan menangani perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen
nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan

perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam konteks pembangunan nasional, yang tertulis didalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen diselenggarakan

berdasarkan pada lima asas :

a. Asas manfaat

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku

usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh

hak-nya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
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c. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan

pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian

hukum.??

Dijelaskan pula, perlindungan konsumen bertujuan :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.

b. Mengamgkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian baran dan/atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

?2E|si, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: PT. Grasido, 2007), 159.
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d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam usaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan konsumen.?®

Hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

“pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.?*
Kewajiban konsumen adalah :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.?
Hak pelaku usaha :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa Yyang
diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beriktikad tidak baik.

**pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
#pasal 5 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian
sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.?®
Kewajiban pelaku usaha :

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif,

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

%pasal 6 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.?’
Tanggung jawab pelaku usaha :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut

merupakan kesalahan konsumen.?®

’pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
“pasal 19 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Didalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen,
Pemerintah selaku pihak yang juga terlibat dalam perlindungan konsumen
memiliku dua tugas utama, yaitu tugas pembinaan dan pengawasan terhadap
aktivitas perlindungan konsumen dimasyarakat. Peran pembinaan pemerintah,

antara lain :

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku
usaha.

2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau
meteri teknis terkait.

3. Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi
atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat
antara pelaku usaha dan konsumen.

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat.

c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang

perlindungan konsumen.
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5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.?®
Peran Pemerintah selanjutnya adalah pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan
oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat.

2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar
dipasar.

4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil
tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada
masyarakat dan dapat disampaikan kepada meteri dan menteri teknis.

6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

“pasal 29 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Hal selanjutnya adalah berkaitan tentang penyelesaian sengketa konsumen

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur,

antara lain :

1.

4.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan
umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang
bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh

para pihak yang bersengketa.®!

Selanjutnya tentang penyelesaian sengketa antara pelaku usaha, konsumen

adalah dalam pasal 46 ayat (1), gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat

dilakukan oleh :

a.

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

¥pasal 30 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
#pasal 45 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi
tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.**

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
penyelesaian sengketa melalui proses diluar pengadilan dan melalui jalur
pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen melalui proses
diluar pengadilan, pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa
konsumen di daerah tingkat Il. * Badan penyelesaian sengketa konsumen

memiliki tugas dan wewenang antara lain :

D

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan
dalam perundang-undangan ini.

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

#2pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
#pasal 49 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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g. Memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konssumen.

h. Memanggil dan mengahadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.

I.  Meminta bantuaan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,, saksi,
saksi ahli, atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan
huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian
sengketa konsumen.

J.  Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti
lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan.

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen.

. Memberitahukan putusan kepada pelaku wusaha yang melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

ketentuan undang-undang ini.**

Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dibagi kedalam dua
jenis sanksi. Pertama sanksi administratif , sanksi secara pidana dan sanksi pidana

tambahan.*®

#pasal 52 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
*pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.
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3. Konsep Hierarki Perundang-Undangan Nasional

Istilah perundang-undangan nasional dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh
pemerintah (eksekutif), disahkan oleh parlemen (legislatif), ditandatangani oleh
kepala negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat*. Dalam
perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriarti
Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan
berlapis-lapis dimana peraturan yang lebih rendah selalu berssumber dan berdasar
pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tantang hierarki
menjelaskan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-
lapis dalam suatu hierarki dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih
rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan

bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.*’

Menurut A. Hamid S Attamimi dalam pembentukan Perundangan-
undangan di Negara Republik Indonesia harus mmengacu pada asas-asas hukum
umum vyakni Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan
berdasarkan pada sistem konstitusi. Pancasila berdasarkan UUD RI Tahun 1945
menjadi landasan falsafat tertinggi dalam pembentukan perundang-undangan di

Indonesia. Hal ini disebabkan, bahwa pancasila adalah menjadi cita hukum

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bandung : Gramedia, 2008),
456.

$"Maria Farida Indrati Soeprapto, llmu Perundang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya,
(Yogyakarta : Kasinius, 1998), 25.
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(Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.*® sebagai
cita hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila pancasila menjadi
acuan konstruksi berfikir lembaga-lembaga pembentuk peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat maupun di daerah yang mengarahkan atau memandu
materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik yakni, berisi kebenara,
keadilan, kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat hukum dan negara

hukum Indonesia yang madani.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau penjabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan didalam
peraturan perundang-undangan. Kepastian norma hukum adalah keabsahan norma
hukum supaya norma hukum bersangkutan mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Secara teoritik, pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yang mesti dipenuhi
supaya norma hukum itu absah, yakni filosofi, sosiologis dan yuridis. Dimana
masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum yakni, keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum, selain itu ada yang menambahkan dengan

landasan politis.

Teori perundang-undangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
pembuatan peraturan perundang-undangan, Purnadi Purbacaraka dan Prof.
Soerjono Soekanto memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan

antara lain sebagai berikut :

®¥H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, (Bandung : CV
Mandar Maju, 1998), 308.
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1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif).

2. Peraturan perundang-undangaan yang dibuat oleh penguasa yang lebih
tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem Hierarki).

3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan
peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (lex specialis derogat
lex generalis).

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (lex posteriori
derogat lex periori).

5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat.

6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin
dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat
maupun individu, melalui pemnaharuan atau pelestarian (asas

welvaarstaat).*

Didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan asas-asas dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan dilndonesia, antara lain :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

4. Dapat dilaksanakan.

¥950erjono soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2007), 56-57.
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5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.

7. Keterbukaan.*

Penjelasan terhadap poin-poin didalam pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didalam bab

penjelasan, sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara
atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak
berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam
pembentukan  peraturan  perundang-undangan harus  benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan

“pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara yuridis,
filosofis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas
dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, persiapan, pennyusunan dan
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh
lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan.*

Selanjutnya secara materi peraturan perundang-undangan yang dibuat,
harus mencerminkan asas-asas yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 6 ayat 1
Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, antara lain :

“'Bab penjelas tentang Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
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Pengayoman.

Kemanusiaan.

Kebangsaan.

Kenusantaraan.

Kekeluargaan.

Bhineka tunggal ika.

Kaedilan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau

10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.*?

Penjelasan pada poin-poin diatas adalah :

1.

Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan perundang-undangan
harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman masyarakat.

Kemanusian adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak
asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

*?pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
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pluralistik (khebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat
dalam setiap pengambil keputusan.

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah
Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat
didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila.

Bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-
perundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku
dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara tanpa kecuali.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
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9. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi
muatan  peraturan  perunndangan-undangan harus  mencerminkan
keseimbangan, keserasian antara kepentingan individu dan masyakat

dengan kepentingan bangsa dan negara.*

Kemudian pada ayat 2 selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paraturan
perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

1. Dalam hukum perdata, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa
kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tidak bersalah.
2. Dalam hukum perdata, misalnya asas kesepakatan, kebebasan berkontrak

dan iktikad baik.**

Adapun pembagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di

Indoneisa, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah.

“*Bab Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

**pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
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5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*®

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang
telah disebutkan®. Berdasarkan hal itu, asas hierarki menegaskan bahwa dalam
tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan koordinasi antara
satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Serta peraturan perundang-
undangan yang secara hierarki lebih tinggi memiliki kekuatan hukum lebih kuat

dibandingkan dengan peraturan yang berada dibawahnya secara hierarki.

Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum dalam
pembentukan peraturan perundang-undaangan ialah nilai-nilai yang dijadikan
pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan kedalam bentuk dan susunan
peraturan perundang-undangan yang diinginkan, dengan penggunaan metode yang

tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.*’

Menurut Van der Vlies, asas-asas hukum dalam peraturan perundang-
undangan terbagi kedalam asas-asas formal dan meterial. Adapun asas formal,

antara lain :

*pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

**pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

*'I Gede Panja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang;undangan di
Indonesia, (Bandung : PT. Alumni, 2008), h. 81.
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Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal. Yakni, mengenai
ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan
umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan
tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.

Asas organ lembaga yang tepat, hal ini menegaskan kejelasan organ yang
menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Asas perlunya pengaturan, merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai
alternative maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan
problema pemerintahan.

Asas dapatnya dilaksanakan, yaitu peraturan yang dibuatnya seharusnya
dapat ditegakkan secara efektif.

Asas consensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban

yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara kosekuen.

Sedangkan asas-asas materiil meliputi :

a.

b.

C.

Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya setiap
peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat.

Asas perlakuan yang sama didalam hukum, hal demikian untuk mencegah
praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum.

Asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek
konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang

berbeda.
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d. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini
bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau

keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.*®

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto terdapat enam asas

undang-undang, antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut.

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang
yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis).

4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang
yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogat legi priori).

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan

6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun

individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas Welvaarstaat).*®

Dalam pendapat yang lain Amirudin Syarif Menyampaikan adanya lima asas

peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Tingkatan hierarkis.

2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

*yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, (Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113-114.
I Gede Panjta Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika hukum, (DI Persada, 2008), h. 84-85.
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3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang
yang bersifat umum (lex spesialis derogat lex generalis).

4. Undang-undang tidak berlaku surut.

5. Undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama

(lex posteriori derogat legi periori).>®

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu
saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut

diletakannya didelapan asas yang dinamakan principles of legality, yaitu :

1. Suatu hukum baru mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud
disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-
keputusan yang bersifat ad-hoc.

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang
demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai menjadi
pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut
berarti merusak integritas peraturan yang digunakan untuk berlaku bagi
waktu yang akan datang.

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan Yyang

bertentangan satu sama lain.

*Amirudin Syarif, Perundang-undangan, dasar. Jenis dan Teknik Membuatnya, (Jakarta: Bina
Aksara. 1987), h. 78-84.
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6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa
yang dapat dilakukan.

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga
menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan

pelaksanaannya sehari-hari.>

Fuller sendiri mengatakan kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya
lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum. Melainkan
memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu
moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak
hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa

disebut sebagai hukum sama sekali.

Sebagai negara hukum pada hakekatnya memiliki empat elemen hukum,
yakni pemerintahan menurut hukum, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia,
pembagian kekuasaan dan pengawasan yustisia terhadap pemerintah. Keempat
elemen tersebut berfungsi untuk mengontrol perundang-undangan hingga

memenuhi syarat baik. Secara yuridis elemen tersebut menjiwai :

a. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar pada

peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber aslinya.

*!Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 51-52.
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b. Bahwa setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar dan hukum positif yang mengatur hak-hak asasi
manusia termasuk hak warga negara dan masyarakat.

c. Bahwa setiap perundang-undangan dibuat harus berdasarkan hukum
positif yang mendasarinya.

d. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan memberi kesempatan untuk
dilakukan yudisial review oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk

itu.>?

Agar asas hukum berlaku dalam praktek, maka isi asas hukum itu harus
dibentuk lebih kongkret. Jika asas hukum itu telah dirumuskan secara kongkret
dalam bentuk peraturan norma hukum maka dapat diterapkan secara langsung
kepada peristiwanya, sedangkan asas hukum yang belum kongkret dirumuskan
dalam ketentuan hukum, belum dapat dipergunakan secara langsung pada

peristiwanya.

G.W. Paton menjelaskan asas hukum sebagai sarana yang membuat
hukum itu hidup, tumbuh, berkembang dan ia juga menunjukka bahwa hukum itu
bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan disebabkan asas itu mengandung
nilai-nilai dan tuntutan etis. Apabila membaca suatu peraturan hukum mungkin
tidak menemukan etis didalamnya, tetapi asas hukum menunjukkan adanya
tuntutan etis (setidaknya ada petunjuk kearah itu). Karena asas hukum

mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara

2A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar llmu Perundang-undangan
Indonesia, (Bandung : PT. Mandar Maju, 1998), 311.
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peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis
masyarakat.oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa tidak dapat
hanya melihat peraturan-peraturan hukumnya saja. Melainkan harus menggali

sampai kepada asas hukumnya.>

Dengan demikian suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu
komponen sistem hukum harus berkaitan erat dan bisa dikembalikan kepada asas
hukum jika ditemukan pertentangan hukum. Karena setiap sistem hukum

mempunyai asas hukumnya.

Seperti pancasila yang merupakan asas filosifis dalam sistem hukum
nasional, asas konstitusional didalam UUD 1945 dan asas operasional yang
dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk Undang-undang).
Diantaranya asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi,
seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan antara asas tersebut tidak
harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi. Maka dapat
dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum

dalam kesatuan sistem hukum nasional.>*

Keberadaan asas hukum dalam sistem hukum itu merupakan ketentuan
prinsip dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk dalam melakukan rekayasa
sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar sebagaimana fungsinya untuk
mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif. Menjaga

ketaatan terhadap asas hukum akan membuat sistem hukum dan sistem

3K usnu Goesnadhie, Harmonisasi Hukum. (Surabaya: JP. Books, 2006), 38.
**Kushu Goesnadhie, Harmonisasi Hukum, 49-50.
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peradilannya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.*® Sistem hukum
bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, malainkan setiap peraturan itu saling
berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau

kontradiksi diantara subsistem yang ada didalamnya.*®

Diantara peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem tersebut
berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan yaitu sistem hukum nasional.
Keterkaitan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten, dan taat asas
yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945. Dengan demikian
keharmonisan dapat dipertahankan atau diciptakan keharmonisan sistem hukum

secara keseluruhan dalam kerangka sistem hukum nasional.”’

Pendapat para sarjana tersebut mengenai teori perundang-undangan
berlandaskan filosofi, sosiologis, yuridis dan ideologis yang termuat dalam suatu
norma hukum, dimana norma hukum yang lebih rendah berpedoman pada norma
hukum yang lebih tinggi, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan hukum

di masyarakat.

**Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, 114.
**Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, 115.
*"Kusnu Goesnadhie, Harmonisasi Hukum, 50.
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PEMBAHASAN

A. Konsep Pengelolaan Tempat Parkir dalam PERDA Kota Malang No.4

Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat
Parkir, merupakan salah satu produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Kota Malang dalam konteks pengelolaan tempat-tempat parkir yang ada di
kota Malang. Dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 menjelaskan
beberapa definisi istilah dan pengaturan-pengaturan terkait pengelolaan tempat

parkir yang menurut hemat penulis sangat penting untuk diketahui.
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Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir,

berisikan didalamnya 27 pasal yang terbagi dalam 13 bab aspek pengaturan.

Aspek-aspek yang diatur antara lain :

10.

T4

12.

13.

Ketentuan Umum (pasal 1), berisikan 15 ayat tentang definisi
terhadap hal-hal yang akan menjadi fokus pengaturan.

Asas dan tujuan (pasal 2 dan pasal 3), berisikan penjelasan tentang
asas dan tujuan.

Ruang lingkup (pasal 4 dan pasal 5), berisikan tentang ruang
lingkup dan klasifikasi tempat parkir.

Pengelolaan tempat parkir (pasal 6 dan pasal 7), berisikan tentang
pengaturan pengelolaan tempat parkir.

Jenis-jenis tempat parkir (pasal 8).

Tempat khusus parkir (pasal 9).

Pengusahaan (pasal 10 dan pasal 11).

Ketentuan perijinan pasal 12, 13, 14 dan 15).

Ketentuan pungutan (pasal 16 dan pasal 17).

Pembinaan dan pengawasan ( pasal 18 dan 19).

Ketentuan pidana (pasal 20 dan pasal 21).

Ketentuan penyidikan (pasal 22 dan pasal 23).

Ketentuan penutup (pasal 24, 25, 26 dan pasal 27).
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Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat ditempat
yang sudah disediakan.®® Tempat parkir dibagi kedalam tiga jenis, antara lain

tempat parkir umum, tempat parkir khusus, tempat parkir insidentil.

Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada ditepi jalan atau
halaman perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu
lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat
parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak

bermotor yang tidak bersifat sementara.*

Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang
meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan

sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.*

Tempat parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang
diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu
kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas

umum maupun fasilitas sendiri.®*

*8pasal 1 ayat (5) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
*pasal 1 ayat (6) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
pasal 1 ayat (7) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
®'pasal 1 ayat (8) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
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Pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan asas
manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.® Pengaturan

pengelolaan tempat parkir bertujuan :

a. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak
parkir terhadap lingkungan sekitar.

b. Menjamin keteraturan, Kketertiban dan kenyamanan lingkungan
disekitar tempat parkir.

c. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan
pada kendaraan ditempat parkir.

d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir
kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan

ditempat parkir yang telah ditentukan.®®

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan tempat parkir didalam PERDA Kota
Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir ini meliputi tempat
parkir tepi jalan, tempat-tempat parkir diperkantoran baik pemerintah maupun
swasta, tempat parkir dipertokoan dan tempat parkir di mall-mall.** Dengan

pengklasifikasian sebagai berikut :

1. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi, semua
lahan parkir didaerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan

Daerah.

%2pasal 2 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
®3pasal 3 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
®*pasal 4 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
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2. Tempat Parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak, lahan parkir
yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha

perparkiran.®

Didalam Pasal 9 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat Parkir, diatur pembagian usaha tempat khusus parkir, antara

lain :

1) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan yang
menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan
bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.

2) Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang berdiri
sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.®

Pimpinan usaha tempat khusus parkir adalah orang yang bertanggung
jawab atas pengusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi
atau badan.®” Pimpinan dan/pengelola usaha tempat khusus parkir yang dimiliki

orang atau badan berkewajiban untuk :

a. Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir.

c. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

®pasal 5 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
®®pasal 9 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
®"pasal 1 ayat (13) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
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d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan

fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.®®

Setiap pengusahaan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh
perseorangan atau badan wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang
dimana bisa dikatakan sebagai tempat khusus parkir resmi biasa disebut dengan
ljin Usaha Parkir. ljin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan walikota atau
pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau
mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau
badan.®® Tentang perijinan usaha tempat khusus parkir, PERDA mengatur antara

lain :

1) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau
badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya
orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin
usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Untuk mengusahakan tempat khusus perkir yang dimiliki orang atau badan
yang menyatu dengan usaha pokok tidak diperlukan ijin usaha perparkiran.

3) Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang
dimiliki oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah
tidak diperlukan surat ijin usaha.

4) ljin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh walikota

atau pejabat yang ditunjuk.

®8pasal 12 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
pasal 1 ayat (12) PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
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5) Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan ijin usaha

perluasan tempat khusus parkir dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.’

Pengaturan tentang petugas parkir dan pungutan parkir didalam PERDA No.4

Tahun 2009 sebagaimana berikut. Terkait petugas parkir, antara lain :

1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan
surat penunjukkan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir
yang bersangkutan dan kartu tanda pengenal Juru Parkir.

2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukkan tanpa seijin
alikota atau pejabat yang ditunjuk.

3) Surat pengenal dan kartu pengenal juru parkir dikeluarkan oleh kepala
dinas perhubungan dan dapat diperbaharui.

4) Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan rompi dan membawa surat
penunjukkan didalam melaksanakan tugasnya.

5) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka surat penunjukkan dapat dicabut dan petugas parkir yang
menerima pengalihan surat penunjukkan dinyatakan sebagai petugas
parkir yang tidak sah dan tidak berhak.

6) Tata cara penerbitan surat penunjukkan dan kartu tanda pengenal juru
parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut oleh

perturan walikota.

"pasal 12 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
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Ketentuan pungutan didalam PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang

Pengelolaan Parkir, antara lain :
Pasal 16

1) Penggunaan fasilitas tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

2) Pelaksanaan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan
dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan daerah.

3) Penerimaan retribusi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan

ayat 2 disetor ke kas daerah.”
Pasal 17

1) Pembayaran pelayanan jasa di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16 ayat (1), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.

2) Pembayaran pelayanan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (2), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.

3) Cara pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bentuk,

ukuran, dan warna ditentukan lebih lanjut oleh Walikota."

Pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan didalam PERDA Kota Malang

No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, antara lain :

"pasal 16 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
?pasal 17 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
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Pasal 18,

1. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir dan/atau tempat
parkir khusus dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan

petunjuk baik teknis maupun operasional.”
Pasal 19 :

1. Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap
kendaraan yang diparkir.

2. Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan
hilangnya kendaraan yang di parkir dapat dituntut pidana dengan delik
aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Pidana No 8
Tahun 1981 tentang hukum acara pidana,

3. Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian
dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai tukang parkir
dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang

bersangkutan.”*

Pengaaturan terkait penyelesaian sengketa perparkiran didalam PERDA Kota

Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, antara lain:

"pasal 18 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
"pasal 19 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
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1. Pelanggaran terhadap ketentuan didalam pasal 12, diancam dengan pidana

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan
pelanggaran.

. Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud
pada ayat 1, maka ijin usaha dapat dicabut.

. Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan

kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal ini menurut hemat penulis sangatlah rancu secara maksud didalamnya. Pasal

12 yang merupakan rujukan dari adanya pasal ini merupakan aspek administrasi

karena terkait tentang perijinan dalam mengelola tempat parkir antara Pemerintah

Daerah dengan Badan/ Perorangan.

Pasal 21

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang

bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”®

"pasal 20 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
®pasal 21 PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perkir.
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Ketentuan penyidikan, Pasal 22 :

1. Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS dilingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 :

1. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

PPNS berwenang :

a.

Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
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Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
penyidikan tindak pidana.

Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat
penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
terhadap tindak pidana.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana.

2. Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau

pemeriksaan, mengenai:

a.

b.

C.

Pemeriksaan tersangka.
Penyitaan benda atau barang.
Pemeriksaan surat.
Pemeriksaan saksi.

Pemeriksaan ditempat kejadian.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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3. Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui
Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B. Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang

Pengelolaan Tempat Parkir

Pada pembahasan sebelumnya kami telah menjabarkan konsep
pengelolaan jasa tempat parkir dikota Malang yang diatur didalam regulasi berupa
PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
Maka, pada bagian ini penulis akan membahas tentang tinjauan Undang-Undang
No.8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap PERDA pengelolaan

tempat parkir Kota Malang tersebut.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”’

Dari hal diatas penulis menggaris bawahi poin penting, yaitu setiap orang

atas latar kepentingan tertentu memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

"pasal 1 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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masyarakat ia disebut sebagai konsumen dan atas amanat undang-undang berhak
mendapatkan perlindungan hukum dalam wujud kepastian hukum. Tempat khusus
parkir merupakan wujud jasa yang tersedia didalam masyarakat diadakan dan/atau
dikelola oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang telah diatur didalam
peraturan perundang-undangan. Dan setiap orang yang menggunakan jasa tempat

khusus parkir menurut istilah undang-undang dikatakan sebagai konsumen.

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia adalah, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Penjelasannya
adalah, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
perundang-undangannya.’® Berdasarkan asas tersebut, PERDA Kota Malang No.4
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah memiliki kesesuaian
antar jenis dan materi muatan dalam konteks perlindungan konsumen dengan
payung hukum perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Karena berdasarkan konsep perundang-
undangan nasional dikenal sistem hierarki, yaitu tata atau susunan berjenjang dan
berlapis-lapis dimana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar

pada peraturan yang lebih tinggi.”

PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat

Parkir yang berlaku di Kota Malang tidak memasukkan Undang-undang No.8

"®penjelasan Pasal 5 Ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

"Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007), 56-57.
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Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai sumber penyusunan materi
nya. Karena pengelolaan tempat parkir di Kota Malang telah melahirkan suatu
hubungan perdata berupa jasa diantara para pihak didalamnya. Hal ini dapat
dilihat dari isi pada bagian menimbang didalam PERDA Kota Malang No.4

Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Asas kesesuaian antara jenis dan materi dalam peraturan perundang-
undangan tercermin dalam susunan dan isi dari batang tubuh peraturan
perundang-undangan tersebut. Karena pengelolaan tempat parkir dalam PERDA
Kota Malang No.4 Tahun 2009 telah melahirkan hubungan perdata antar para
pihak didalamnya, maka susunan dan isi dari batang tubuh PERDA Kota Malang
No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir haruslah disesuaikan
dengan materi didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

Jika kita perbandingkan antara materi Bab | tentang ketentuan umum
dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dengan ketentuan umum didalam Bab | PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, kita akan menemukan beberapa kekurangan,

antara lain :

1. Tidak adanya materi tentang definisi konsumen pengguna fasilitas
parkir.
2. Tidak adanya materi tentang definisi jasa fasilitas tempat parkir.

3. Tidak adanya materi tentang definisi klausula baku.
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Tidak adanya materi tentang definisi para pihak penyelenggara jasa
fasilitas parkir.

Tidak adanya materi tentang definisi sengketa konsumen.

Tidak adanya materi tentang definisi pihak yang berwenang

menyelesaikan sengketa konsumen.

Idealnya apabila kita memperhatikan teori-teori tentang hierarki peraturan

perundang-undangan yang oleh Maria Farida Indriarti Soeprapto diterjemahkan

dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis dimana peraturan

yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih

tinggi.®

Asas perlindungan konsumen menurutUndang-Undang No.8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen

diselenggarakan berdasarkan pada lima asas, antara lain:

1.

2.

asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan
perlindungan konsumen manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan
pelaku wusaha untuk memperoleh hak-nya dan melaksanakan

kewajiban-nya secara adil.

®Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: dasar-dasar dan pembentukannya,
(Yogyakarta: Kasinius, 1998), 25.
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3. asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti
materiil maupun spiritual.

4. asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

5. asas kepastian hukum adalah pelaku usaha maupun konsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.®!

Didalam PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat

Parkir, pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan hanya berdasarkan

asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.®

Tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri.

Mengamgkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian baran dan/atau jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

& penjelasan Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
#pasal 2 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
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4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam usaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan konsumen.®

Tujuan pengaturan pengelolaan tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4

Tahun 2009, antara lain :

1. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir
terhadap lingkungan sekitar.

2. Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan disekitar
tempat parkir.

3. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada
kendaraan ditempat parkir.

4. Memberikan  perlindungan kepada masyarakat yang memarkir
kendaraanya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat

parkir yang telah ditentukan.!

#pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
#pasal 3 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
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Hak konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, antara lain :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.®

#pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Hak konsumen pengguna fasilitas tempat parkir dalam PERDA Kota Malang
No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir tidak diatur secara jelas dan

tegas.

Hak pelaku usaha dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, antara lain :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai  kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beriktikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian
sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.®

Hak pelaku usaha tempat parkir dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Tempat Parkir tidak diatur secara jelas dan tegas.

Kewajiban konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, antara lain :

¥pasal 6 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.®’

Kewajiban pengguna fasilitas tempat parkir dalam PERDA Kota Malang No.4
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, tidak diatur secara jelas dan

tegas.

Kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang

berlaku.

8 pasal 5 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.®

Kewajiban pelaku usaha pengelola tempat parkir dalam PERDA No.4 Tahun 2009

Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, antara lain :

a. mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan
perundang- undangan;

b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;

c. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan

fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.®

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang tertulis dalam pasal 8 sampai
pasal 17. Sedangkan didalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat Parkir, larangan bagi pelaku usaha pengelola tempat parkir

tidak terdapat materi aturan secara tegas dan jelas.

#pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
¥pasal 11 PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
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Ketentuan Pencantuman Klausula Baku dalam Undang-Undang No.8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau

perjanjian apabila:

a.

b.

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang
dibeli oleh konsumen;

Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi
objek jual beli jasa;

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak
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oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa
yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang

bertentangan dengan undang-undang ini. >

Sedangkan di dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat Parkir,tidak ada pengaturan terkait klausula baku secara jelas

dan tegas.

Tanggung jawab pelaku usaha didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

“pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantianbarang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ataupemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usahadapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut

merupakan kesalahankonsumen.*

Didalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat

Parkir, tanggung jawab pelaku usaha tidak diatur secara jelas dan tegas.

Pembinaan dan pengawasan didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, diatur antara lain :

*'pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Pembinaan

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumendan pelaku
usaha.

a. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

2. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

3. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen  swadaya
masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan
konsumen.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

%2pasal 29 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.
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Pengawasan :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan
oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat.

2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. (yang dimaksud
dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara
teknis menurut bidang tugasnya).

3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar
di pasar. (pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarrakat dilakukan atas barang
dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian
dan/atau survei. Aspek pengawasan maliputi pemuatan informasi tentang
resiko penggunaaan barang jika diharuskan, pemasangan label,
pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha).

4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil

tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



77

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada
masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*?

Dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat

Parkir pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan, antara lain :
Pasal 18

1. Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan/atau
tempat parkir khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

2. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan

petunjuk baik tehnis maupun operasional.
Pasal 19

1. Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap
kendaraan yang diparkir.

2. Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan
hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana
dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

%pasal 30 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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3. Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian
atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai
petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status

hukum yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen terbagi dalam tiga bagian, antara lain :

Bagian Pertama (umum) dalam pasal 45:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang

bersengketa.

(Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak
menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa.
Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh
kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian
sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah

pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui
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pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak

bertentangan dengan undang-undang ini).%*

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-undang.

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh

para pihak yang bersengketa.
Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.
Gugatan class action atau kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-
benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah

adanya bukti transaksi.®

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenubhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam

anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan

**penjelasan Pasal 45 Ayat 2 UU No.8 Tahu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
*penjelasan Pasal 46 Ayat 1 huruf b UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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didirikannya organisasi  tersebut adalah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang

besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Maksud dari Tolak ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak

sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.*®

2. Gugatan vyang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga
perlindungan  konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d
diajukan kepada peradilan umum.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau
korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Pasal

47, yaitu :

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak

akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

*penjelasan Pasal 46 Ayat 1 huruf d UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis
yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah

merugikan konsumen tersebut.®’

Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan) dalam Pasal

48, yaitu:

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan
tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam

Pasal 45.

Aspek penyelesaian sengketa pengelolaan tempat parkir didalam PERDA
Kota Malang No.4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir kami tidak
menemukan bab khusus yang mengaturnya. Dalam PERDA ini kami hanya
menemukan pengaturan yang secara isi memiliki maksud penyelesaian sengketa,

yaitu:
Pasal 19

1. Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap
kendaraan yang diparkir.

2. Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan
hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana
dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"penjelasan Pasal 47 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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3. Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian
atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai
petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status

hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya, didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen diatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
sebagai intansi yang diberikan tugas dan wewenang untuk penyelesaian sengketa
konsumen diluar pengadilan(non litigasi).”® Didalam PERDA Kota Malang No.4
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, kami tidak menemukan
mekanisme tentang penyelesaian sengketa pengelolaan tempat pakir diluar

pengadilan.

Pengaturan selanjutnya didalam Undang-Undang No.8 Tentang

Perlindungan Konsumen adalah tentang penyidikan (BAB XII), antara lain :
Pasal 59

1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil Tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1), berwenang :

®pasal 49-pasal 58 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
perlindungan konsumen.

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan

Tempat Parkir, diatur tentang ketentuan penyidikan sengketa parkir, yaitu :
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Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah

Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 23

1. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22,

PPNS berwenang :

a.

Meneriman laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana,

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

Melakukan penggledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
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Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan penyelidikan
tindak pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan
di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak
pidana;

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
pemeriksaan identitas yang dan/atau dokumen yang dibawa;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain menurut hukum vyang berlaku untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana;

Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atas

pemeriksaan, mengenai:

a.

b.

Pemeriksaan tersangka;
Penyitaan barang atau benda;
Pemeriksaan surat;
Pemeriksaan saksi;

Pemeriksaan ditempat kejadian.



86

3. Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan negeri melalui
penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam konteks penyidikan, pengaturan di dalam PERDA Kota Malang
No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir telah cukup memiliki
kesesuaian dengan pengaturan umum di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen adalah berisi pengaturan tentang sanksi pada BAB XIlII,

yaitu :

Bagian pertama, sanksi administratif :

Pasal 60

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhakan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan
ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.

2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
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Bagian kedua, sanksi pidana :

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau

pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasala 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat
(1) huruf ddan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau di pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat

dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :
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Perampasan barang tertentu;

Pengumuman keputusan hakim;

Pembayaran ganti rugi;

Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;

Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

Pencabutan izin usaha.

Di dalam PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat

Parkir, pengaturan terkait sanksi diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA,

berupa :
Pasal 20
1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pelanggaran.
3. Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka ijin usaha dapat dicabut.
4. Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan

kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan.
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Pasal 21

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang
bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan penjabaran dalam hal pengaturan tentang sanksi, PERDA Kota
Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen hanya sampai pada
pengaturan sanksi pidana. Sedangkan, di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen ada dua jenis sanksi yang di atur terhadap tindak pidana

perlindungan konsumen, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Fitzgerald mengutip argumentasi dari Salmond, bahwa perlindungan
hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari
suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya menerapkan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antar
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat.”

% Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000),53.
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Teori tentang perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Fitzgelard
berdasarkan pada argumentasi Salmond yang dikutipnya, dapat disimpulkan
bahwa perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan dari adanya
peraturan  perundang-undangan adalah  untuk  mengintegrasikan  dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat yang ada dalam
suatu lalu lintas kepentingan. Lalu lintas kepentingan dalam masyarakat dipetakan
oleh pemerintah dan kemudian menjadi bahan dalam perumusan sebuah peraturan
perundang-undangan. Sehingga saat digunakan, peraturan peundang-undangan

tersebut dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Setelah penulis memaparkan kesesuaian antara materi muatan
pelindungan konsumen yang ada didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999
Tentang perlindungan konsumen terhadap pengaturan didalam PERDA Kota
Malang Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, penulis menarik kesimpulan bahwa
materi muatan didalam PERDA Kota Malang masih memilikikekurangan dalam
beberapa aspek dari sudut pandang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

Pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa, pada
pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, dapat digugat
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan

peradilan di tempat kedudukan konsumen.
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Dari seluruh ulasan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan, maka
penulis berpandangan bahwa antara PERDA No.4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat parkir memerlukan perbaikan dan/atau penambahan
sebagaimana acuan dasar yang di atur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa kekurangan tersebut, dapat
menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak serta perlindungannya terhadap
konsumen pengguna fasilitas tempat parkir dilapangan dan bahkan kepastian

hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas parkir di Kota Malang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat
Parkir merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam konteks pengelolaan tempat-tempat
parkir di Kota Malang. PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat Parkir, berisikan didalamnya 27 pasal yang terbagi dalam 13
bab aspek pengaturan. Aspek-aspek yang diatur antara lain, Ketentuan Umum
(pasal 1) berisikan 15 ayat tentang definisi terhadap hal-hal yang akan menjadi

fokus pengaturan, Asas dan tujuan (pasal 2 dan pasal 3) berisikan penjelasan
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tentang asas dan tujuan. Ruang lingkup (pasal 4 dan pasal 5) berisikan tentang
ruang lingkup dan klasifikasi tempat parkir, Pengelolaan tempat parkir (pasal 6
dan pasal 7) berisikan tentang pengaturan pengelolaan tempat parkir, Jenis-jenis
tempat parkir (pasal 8), Tempat khusus parkir (pasal 9), Pengusahaan (pasal 10
dan pasal 11), Ketentuan perijinan pasal 12, 13, 14 dan 15), Ketentuan pungutan
(pasal 16 dan pasal 17), Pembinaan dan pengawasan ( pasal 18 dan 19), Ketentuan
pidana (pasal 20 dan pasal 21) dan Ketentuan penyidikan (pasal 22 dan pasal 23)

serta Ketentuan penutup (pasal 24, 25, 26 dan pasal 27).

Dalam tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen yang merupakan payung hukum bagi penyelenggaraan perlindungan
konsumen di Indonesia, PERDA Kota Malang No.4 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Tempat Perkir masih memiliki beberapa kelemahan dan/atau
kekurangan. Kelemahan dan/atau kekurangan tersebut, antara lain tidak adanya
pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen pengguna tempat parkir, tidak
adanya pengaturan tentang hak dan tanggung jawab pelaku usaha tempat parkir,
tidak adanya pengaturan tentang larangan bagi pelaku usaha tempat parkir, tidak
adanya pengaturan tentang ketentuan pencantuman klausula baku, tidak adanya
proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan serta perlu adanya
penambahan pengaturan tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha tempat
parkir yang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap pengguna tempat

parkir selain sanksi pidana.
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B. Saran

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas,
maka dapat ditarik saran yang mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap
kemajuan dalam bidang perlindungan konsumen pengguna fasilitas parkir dikota

malang :

Perlu adanya evaluasi secara komprehensif dan penambahan aturan-aturan
yang disesuaikan dengan regulasi terkait perlindungan konsumen terhadap
PERDA Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat
Parkir.Masyarakat selaku konsumen bekerja bersama-sama dengan para
pemangku kepentingan dalam penyelenggraan perlindungan konsumen dan
fasilitas tempat parkir, harus duduk bersama dalam rangka memperbaiki dan/atau
memperkuat PERDA Kota Malang No.4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Tempat Parkir, baik dalam hal substantif maupun eksistensinya sebagai produk
hukum daerah yang berkualitas. Harapannya, hadirnya suatu peraturan perundang-
undangan dapat memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi

masyarakat, khususnya pengguna fasilitas parkir di kota Malang.
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SALINAN
NOMOR 2/E, 2009

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang  : a

Mengingat ks

WALIKOTA MALANG,

bahwa dalam rangka menciptakan Ketertiban, keteraturan, dan
kenyamanan bagi pengguna jalan, buik pejalan kaki maupun yung
menggunakan  kendarsan, dun  Keindahan  kota, maka perlu
penataan  tempat-tempat  parkir  kendaraan  bermotor i Kota
Malang:

bahwa materi muatan Peraturan Dacrah Kota Malang Nomor |
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang
suckuh tidak memadai, maka perlu penyesuaian;

bahwa dengan tclah ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antary Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota untuk pengaturan pengelolaan tempat
parkir menjudi kewenangan Dacrah;

bahwa dalam rangka melaksanakan  ketentuan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf o, huraf b dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 1entang Pembentukan
Dacrah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, Jawa-Tengab, Juwu-Barst dan  Daerah  Istimewa
Yogyakarta sebagmmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551).

Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Taumbahan Lembaran Negura
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

. Persturan  Pemerintah - Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanuan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daersh Tingkat 1l Malang dengan
Kabupaten Daerah  Tingkat 1l Malang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354 );

10, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahua 1993 tentang Praswrana

Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529),
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11, Persturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ...
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);

13. Persturan  Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antars Pemerintah,
Pemerintahan  Dacrah Provinsi, dan  Pemerinizhan  Dacrah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 ),

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan.
Pengundangan, dan  Penyebarlussan  Peraturun  Perundang-
undangan;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahup 1993
tentang Fasilitus Parkir Untuk Umum;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyclenggaraan Perparkiran di Dacrah;

17. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Opcrasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dacrah
Dalam Penegakan Peraturan Dacrah;

18. Permuran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor |
Sen E, Tambihan Lembaran Dacrah Kota Malang Nomor 57);

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  (Lembaran Dacrah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 59);

20. Peratwran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tabun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negen Sipil (PPNS) (Lembaran Daecrah Kota
Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Dacrah
Kota Malang Nomor 73);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menctapkan @ PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENGELOLAAN

TEMPAT PARKIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

N

oI

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemenintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Dacrah dengan
nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpalan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan,
dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
bixtan usaha Lunnya.

Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapi sant di tempat yang
sudah disediakan.

Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan ataw halaman
perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas
dan tempat- tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum
dan dipergunakan untuk menaruh kendaruan bermotor dan/atau tidak bermotor yang
tidak bersifat sementara.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disedinkan, dinuliki
dan‘atau dikelola oleh Pemerintah Dacrah atau orang atau badan yang meliputi
pelataranTingkungan parkir, taman parkir dan‘atau gedung parkir dan sejenisnya
yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Tempat Parkir  Insidentil  adalah  tempat-tempat  parkir  kendaraan  yang
disclenggarakan secara tidak tetap atuu tidak permanen karena adanya suatu
kepentingan atau kegiatan dan/stau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum
maupun fasilitas sendin,

p—
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9.

10.

15.

Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan
yang ditandai dengan marka jalan.

Petugas parkir adalah Petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan
yang diparkir.

. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang

telah ditunjuk.

. ljin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan Walikota stau Pejabat yang ditunjuk

kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat
parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.

. Pimpinan Usaha Tempat Khusus Parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas

pengusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

. Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan, mengelola

dita dan/atan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
dibidang perparkiran,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya dischut PPNS adalah pejabat
Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi
wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan
terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB 11
ASAS DANTUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan
ketertiban terhadap masyarakat maupan fingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

A

mengatur Kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap
lingkungan sekitar;

menjamin Keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat
parkir;

mengantisipasi dan menckan seminimal mungkin tindak kejahaan pada kendaraan
ditcinpat parkin,

memberikan  perlindungan  kepada masyarakat yang  mermarkir  kendaraannya
terhadap bahaya, kerugian dani tindak kejahatan ditempat parkic yang telah
ditentukan,
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BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturun Pengelolaan Tempat Parkir dalam Peraturan Daerah ini
meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemenntah
maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.

Pasal 5

Tempat parkir kendaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai
berikut

a

)
2

3

(%)

n

2

Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan scbagai retribusi
Semua lahan parkir di Dacrah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Dacrah,
Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak

Lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin
usaha perparkiran,

BAB IV
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6
Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah,
Penctapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-syarat dan tatacara yang
diatur dengan Peraturan Walikota,
Pemerintah Dacrah dalam pengelolaan tempat parkir, dapat bekerjs sama dengan
orang/pribadi atau badan,
Kerjasama penyclenggaraan tempat parkir scbagaimana dimaksud pada ayat (3),
harus mendapatkan persetuyuan DPRD.

Pasal 7
Pemerintah Dacrah membuat dan menentukan garis batas parkir pada lahan parkir
di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendarsan roda
empat dengan kemiringan garis batas 15 derajat sedangkan untuk kendaraan roda
dua cukup dengan batas lahan parkir,
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BAB V
JENIS-JENIS TEMPAT PARKIR

Pasal 8

Jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdin dari

a. Tempat parkic umum;

b. Tempat parkis khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah;

c. Tempat parkir kegiatan insidental;

d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Pengelompokan nama-nama suatu tempat tertenty yang diklasifikasikan sesuai

dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 9
Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki olch orung atau badan yang menyatu
dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang
menjadi usaha pokoknyi.
Usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang berdini sendin,
bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENGUSAHAAN

Pasal 10

Usaha Tempat Khusus Parkir yang dimiliks oleh orang atau badan pada pokoknya
menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2).

Persyaratan tehnik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat kKhusus parkir yang
dimiliki perorangan atau badan diatur iebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 11

Pimpinan dan/atau pengelola usaha tempat kKhusus parkir yang dimiliki orang stau badan
berkewajiban untuk :

a

(8}]

(2)

(3)

4

(&)}

mengadakan tta buku usaha perparkiran sesuai dengan  peraturan  perundang-

undangan;

. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;

mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Karyawan sesuai dengan fungsi dan

tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

BAB VIl
KETENTUAN PERLJINAN

Pasal 12
Untuk mengusahakan tempat kKhusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan
yang berdiri sendin dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau
badun yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan peundang-undangan,
Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang
menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perparkiran.
Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkic Khusus yang dimiliki
Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Dacrah tidak diperfukan surat
1jin usaha.
1jin usaha tempat khusus parkic ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atou
Pejabat yang ditunjuk,

Setiap perluasan tempat kKhusus parkir harus mendapatkan ijin usaha perluasan
tempat khusus parkir dani Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Pembangunan gedung dan/atau tempat khusus parkir yang menyatu dengan gedung atau
bangunan untuk pertokoan, hotel dan bentuk-bentuk penggunaan lainnya, jin Mendinkan
Bangunan (IMB) tempat khusus parkir menyatu dengan IMB pembangunan gedung
lainnya,
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(5

(6)

Pasal 14

Setiap permohonan ijin usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang stau badan
dinjukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. dengan dilampiri :

a, ljin Mendirikan bangunan (IMB);

b. ljin Gangguan (HO);

¢, Bukti hak atas tunah;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,

Sctiap permohonan ijin perfuasan usaha tempat parkir Khusus yang dimiliki
perorangan atay swasta diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
dengan dilampin ;

a, ijin usaha tempat parkic Khusus swasta vang lama;

b. ijin mendirikan bangunan (yang lama dan yang baru);

¢. bukti hak atas tanah;

d. Nomeor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat
dilakukan syarat-syarat tambahan yang secara teknis operasional diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola olch
Pemerintah Daerah Kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai
petugas parkir pada petak mau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda
Pengenal Juru Parkir.

Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk.

Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat di perbaharui,
Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam
melaksanakan tugasnyi,

Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihun
surat penunjukan dinyatakan sebagal petugas parkir yang tidak sah atau tdak
beitiak.

Tata cara penerbitan surat penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir
schogaimana dimaksud pada ayat (3). akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



(n

n

2)

n

2

BAB IX
KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 16

Penggunaan fasilitas Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribust yang besarnya diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Dacrah.

Pelaksanaan kegistan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki orang atau badan
dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah,

Pencrimaan Retribusi dan Pajok scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
di setor ke Kas Dacrah.

Pasal 17
Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir,
Pembayaran pelayanan jasa tempat khusus parkis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2), diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir,
Cara pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk, ukuran,
dan wama ditentukan lebih lanjut oleh Walikota,

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan atas Kegiatan tempat parkir umum dan/atau tempat
parkir Khusus dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik
tehnis magpun operasional,

Pasal 19
Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan
yang diparkir.
Sctiap pelugas parkin yang Rarcna hosngajuan schiingga menycbabhan hilangaya
kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana,
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(3) Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan Kepolisian atau
Kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir
dihentikan  unuk  sememtara sampair  adanya  kejelasan  status  hukum  yang
bersangkutan,

BAB X1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana Kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaraan,

(3) Apubila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka ijin usaha dapat dicabut,

(4) Terhadap petugas penanik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya
dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 21

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat
dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22
Seluin olch pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Dacrah
yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 23
(1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPNS
berwenang ¢
a. menerima laporan, meacan data, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana schingga keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

1"
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(3)

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tidak
pidana;

¢, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan schubungan
dengan tindak pidana;

d. memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

¢, melokukan  penggeledahan untuk mendapatkan  barang bukii  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksunaan penyidikan tindak
pidana;

£ melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau sast penyidikan di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;

h.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoarang meninggalkan ruangan tempat
pada ssat pemeniksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang
dan/atau dokumen yang dibawa:

i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi dserah:

J- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa schagai tersangka
atau saksi:

k. menghentikan penyidikan;

I. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berdaku unmtuk  kelancaran
penyidikan tindak pidana.

Penyidik membuat Berita Acara sctiap melakukan tindakan penyidikan atou

pemeriksisan, mengenai @

a. Pemeriksaan tersangka:

b. Penyitaan benda atau barang”

¢, Pemeriksaan surat:

d. Pemeriksaan saksi;

e, Pemeriksaan di tempat kejadian,

Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitahukan  dimulainys  penyidikan  dan  dapst  menyampaikan  hasil

penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik

Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Prdana
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BAB X1I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor |
Tahun 2002 tentang Penyelenggarsan Perparkiran di Kota Malang  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 25
Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Pengeloalaan Tempat Parkir
kepada Smuan Kerja Perungkat Dacrah (SKPD).

Pasal 26
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih Linjut oleh Walikota,

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Juni 2009
WALIKOTA MALANG,
td.
Drs. PENISUPARTO, MLAP
Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Juli 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19560620 195002 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 2 SERIE

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWIRAHAYU, SH, M.Hum,
Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa pembangunan nasienal berfujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata materill dan spiritual dalam era demokras: ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung
tumbuhnya dunia usaha sshingga marmpu menghasilkan beraneka barang dan‘atau jasa yang
mamiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan
sekaligus mendapalkan kepastian atas barang dan/alau jasa yang dpercieh dari perdagangan lanpa
mengakibatkan kerugian konsumen;

bahwa semakin terbukanya pasar nasiona' sebagal akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap
menjamin peningkatan kessjahteraan masyarakat serta kepastian atas muty, jumizh, dan keamanan
barang dan‘atau j@sa yang diperolehnya di pasar;

bahwa untuk meningkatkan harkal dan marlabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran,
pengelahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian kensumen unluk melindungi dirinya serta
menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung awab;

bahwa ketentuan hukum yang melinrdungi kepentingan konsumen di Indonesaia belum memadai;

bahwa berdasarkan perlimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundang-undangan uniuk
mawujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsurnen dan pelaku usaha sehingga tercipla
perekonomian yang sehat;

bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perindungan Kensumen.

Mengingal:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Nenetapran:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I

1/37
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dangan:

1.

el

w

Lo

o

1.

12

13.

Perindungan korsumen adalah segala upaya yang menjarmin adanya kepastian hukum untuk
memben perlindungan kepada konsumen,

Korsumen adalah setiap orang pemakal barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, balk
bag: kepentingan din sendiri. keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

Pulaku usaha adalah setiap orang perseorangan alau badan usaha, baik yang berbeniuk badan
hukum maupun bukan badan bukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegialan
dalam wilayan bukum negara Republik Indonesia, bak sendiri maupun bersama-sama melalui
peranjlan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekenomi,

Barang adzlah setiap benda baik benwujud maupun fidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak. dapat dihahiskan maupun tidak dapat dinabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,
dipakai, dipargunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah seliap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat
untuk dimanfaatkan cleh konsumen.

Promasi adalan kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan‘atau jasa
untuk menarik minat bel konsumen terhadap barang dan'atau jasa yang akan dan sedang
diperdagangkan.

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Impor jasa adalzh kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik
Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakal adalah lembaga non-pemarintah yang
terdallar dan diakui oleh pemerinlah yang mempunya: kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap awran atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan
ditetapkan terdebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen
dan/atau parjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengkela Konsumen adalah badan yang berlugas menangani dan
manyelesakan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional acalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya
pengembangan perindungan konsumen.

Manteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
perdagangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Periindungan konsumen berasaskan manfaal, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum,

Pasal 3
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Perlindungan kensumen bertujuan:

a
b.

o

o

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandinan konsumen untuk mesndungi diri;

mengangkat harkat dan martabat korsumen dengan cara menghindarkannya darl ekses negatif
pemakaian barang dan'atau jasa;

maningkat«<an pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya
sabagai konsumen;

menciplakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
kelerbukaan Informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

manumbuhkan kesadaran pelaku ussha mengenai pentingnya perfindungan kensumean sahingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

meningkatkan kualitas barang dan‘atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produks: barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan. dan keselamalan kensumen.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

hak atas kenyamanan, keamanan. dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan‘atau jasa:

hak untuk memilih barang dan‘atau asa serta mendapatkan barang dan‘atau jasa tersebut sesual
dengan nilal ukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas. dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa:
hak untuk didengar pendagal dan keluhannya alas barang danvalau jasa yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perdindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perindungan
konsumen secara patut;

hak untuk mendapat psmbinaan dan pendidikan konsumen:
hak untuk diperiakukan atau dilayani secara benar dan Jujur sera tidak diskrminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan'atau jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya:

hak-hak yang ciatur dalam ketentuan peraturan peruncang-undangan lainnya,

Pasal 5

Kewajiban konsumen adatah:

membaca aau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemaxkaian atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

vertikac baik calam melakukan transasi pembelian barang darvatau jasa;
membayar sesual gengan nilal tukar yang disepakati;
mangikuli upaya penyeiesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
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Bagian Kedua
Hak dan Kewallban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

a o

®

hak untuk menerima pambayaran yang sasuai dangan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar
barang dan‘atau jasa yang diperdagangkan:

hak untuk mendapat perlindungan hukum darl tindakan konsumen yang beritkad ticak baik;
hak untuk melakukan pembelaan diri sepatuinya di dalam penyelesaian hukum sengketa xonsumen;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukli secara hukum bahwa kerugian konsumen lidak
diakibalkan oleh barang dan‘atau jasa yang dipardagargkan;

hak-hak yang ciatur dalam ketentuan peraturan peruncang-undangan fainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a
0.

1

berifikad baik dalarm melakukan kegiatan usahanya;

membenkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenal kondisl dan @aminan barang dan/atau [asa
serta memben penjelasan penggunaan, perbalkan dan pemelinaraan;

memperakukan aiau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dipreduksi danfatau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan‘atau jasa yang berlaku;

member kesempatan kepada konsumen untuk menguji. dan‘atau menceba barang dan‘atau jasa
tertentu serta membeari jaminan danatau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan:

mamberi kormpensasi, ganti rugi dan‘alau penggantian alas kerugian akibal penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang danvatau asa yang diperdagangkan;

memben kompensasi. ganti rugi dan‘atau penggantian apabila barang dan'atau jasa yang ditenma
atau dimanfaat<an tidak sesual dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8
Palaku usaha dilarang memproduksi dan‘atau memperdagangkan barang dan‘atau jasa yang:

a.  lidak memenuhi atau tidak sesuas dengan standar yang opersyaratkan gan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

b. tidak sesuai dangan berat bersih. isi bersin atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana
yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

€. ldak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah galam hitungan menurut ukuran
yang sebenarmya;
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(3)
(4)

]

()
(3)

i

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimawaan atau k<emanjuran sebagaimana dinyatakan
dalam label. etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

lidak sesuai dencan mulu, lingkatan, komposisi. oreses penaolahan, gaya, mode. alau
penggunaan lertentu sebagaimana dinyatakan calam label atau xelerangan barang dan‘alau
jasa lersebul;

tidak sesuai dengan janj yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut:

lidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa alau jangka waklu penggunaan’ pemanfaalan yang
paling baik atas barang lerlenty;

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pemyataan *halal" yang
dicantumkan dalam Iabel:

fidak rmemasang labal atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang. ukuran,
berabisi bersih atau netlo, komposisi, aluran pakai, langgal pembualan, axibat sampingan,
nama dan alamal pelaku usaha serla kelerangan lain unluk penggunaan yang menurul
xetentuan harus dipasangidibual;

tidak mencantumkan informasi dan‘atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Inconesia

sesuai dengan ketenwan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacal alau bekas, dan tercemar lanpa
mamberikan informasi secara lengkap dan benar alas barang dimaksud,

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan tarmasl dan pangan yang rusak, cacat atau bekas

dan tercemar. dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkan dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan
barang dan’'atau jasa tersebut sera wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang darvalau jasa
secara Ldak benar, dan‘atau seciah-olah:

barang tersehut telah memenuhi dan'atau memiliki potongan harga. harga khusus, standar
muty tertentu, gaya atau mods tertentu, karasteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu:

barang lersebul dalam keadaan baik dan/atau baru;

parang darvalau asa tersebut tefah mendapatkan dan‘atau memilikl sponsor, persetujuan,
perengkapan tertentu, keuntungan tertenty, cirl-cin kera atau aksesorl tertentuy;

barang dan‘atau |asa tersabut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan
atau afiliasi;

parang darvalau jasa lersebut lersedia;

barang tersebut tdak mengandung cacat tersembunyi:

parang lersebul merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

barang lersebut berasal dar daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

manggunaxan kala xala yang barlebihan, seperli aman, lidak berbahaya, lidax mengandung
fisiko alau efek sampingan tanpa kelerangan yang lengkap;

menawarkan sesuaty yang mengandung janji yang belum pasti.

Barang dan‘atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dfarang uniuk diperdagangkan.
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tethadap ayat (1) ¢larang melanjulkan penavearan,
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promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
menawarkan. mempromesikan, mengikiankan atau membuat pemyataan yang tdak benar atau
menyesatkan mengenai:

o

T a o o

harga atau taril suatu barang can‘atau jasa;

kegunaan suatu barang dan'atau jasa;

kondisi. tanggungan, jaminan, hak atau ganli rugi atas suatu barang dan‘atau jasa:
tawaran potongan harga atau hadiah menark yang dtawarkan;

bahayz penggunaan barang dan‘atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha datam hal penjualan yang dilakuxan malalui cara obral atau lelang, dilarang
mangelabui'menyesatkan konsumen dengan:

a.

menyatakan barang can‘atau Jasa tersebut seolan-olah tetah memenuhl standar mutu tertentu;
menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olzh tidak mengandung cacat tersembunyi;

tidak berniat uniuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untux menjual barang
laiin;

tidak menyediakan barang dalam jumizh tertentu dan/atau jumiah yang cukup cengan maksud
menjual barang yang lain;

tidak menyadiakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual
jasa yang lain;

menaikkan harga atau tanf barang dan'atau jasa sebelum metakukan obeal,

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suaty barang dan/atau jasa
dengan harga atau tanf khusus dalam waktu dan jumlah tertenty, jika pelaku usaha tersebut tidak
bermaksud untuk me'zksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau
diiklankan.

m

(2)

Pasal 13
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengixlankan suatu barang danjasa
dengan cara menjanjixan pemberian hadiah barupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma
dengan maksud tidak memberkannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau menglklankan obat, cbat tracisional,
suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan
pemberian hadiah berupa barang dan‘atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan
mamberikan hadiah malalui cara undian, dilarang untuk:
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tidak melakukan penarikan hadian setelah batas wakiu yang dijanjikan:
mengumumkan hasilrya tidak melalui madia massa;

memberkan hadizh tidak sesual dengan yanqg diianjikan;

mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadizh yang dianjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau
cara lain yarg dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha datam menawarkan barang dan/alau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a.
b.

m

]

il

tidak menepati pesanan can'atau kesepakatan wakiu penyelesaian sesual dengan yang o janjikan:
tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prastasi.

Pasal 17
Pelaku usaha perikianan dilarang memproduksi iklan yang:

a. mengelabul kensumen mengenar kuaitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang
dan/atau tanf jasa serta ketepatan waktu penermaan barang dan/atau jasa;

mangelabui ;aminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
mamuat informasi yang keliru, salah, atau tidak lepat mengenai barang can‘alau jasa;
tidak memuat infermasi mengenal risiko pemakaian barang dan‘atau jasa;

meangeksploitasi kejadian dan‘atau sessorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan
yang bersangkutan;

1 melanggar ellka dan‘atau xetentuan peraturan perundang-undangan mengenal periklanan,

Pelaku uszha periklanan dilarang mealanjutkan peredaran &lan yang telah melanggar ketentuan pada
ayat(1).

a0 o

BABV
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada seliap dokumen dan‘atau perjanjian
apabila:

a. menyatakan pengatihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. manyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyarahan kembali barang yang dibeli
xonsumen;

O menyatakan bahwa pelaxu usaha berhak menolak penyerahan kembal uang yang obayarkan
alas barang dan/atau |asa yang dibes oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuzasa dan konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkatan dengan
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(2)

(3
(4

(5)

barang yang dbeli cleh konsumen secara angsuran:

8. mengalur parihal pembuktian alas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang
dibeli oleh konsumen:

f. mamber hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta
«ekayaan konsumen yang menjadi obyek jual bell jasa:

Q. menyatakan tunduknya konsumen kspada peraturan yang berupa aturan baru. tambahan,
lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibual sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
xonsumen memanlaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan banwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembedanan hak
1anggungan, hak gadai, stau hak jaminan terhadap barang yang dbeli oleh konsumen secara
angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau beniuknya sulit terlihal atau tidak
dapal dibaca secara jelas, alau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setlap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perfan)ian yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi
hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen axibal mengkonsumsi barang dan‘alau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan,

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian
barang dan'atau jasa yang sejenis atau setara nilsinya, atau perawatan kesehatan dan‘atau
pemberian santunan yang sesual dangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waklu 7 {lujuh) hari setelah langgal transaksi,

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2) tidak menghapuskan
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebh lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

Ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal {2) licak berlaku apabila polaku usaha
dapal membuklikar bahwa kesalahan tersebul merupakan kesalanan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibal yang citimbulkan
olen lklan tersebut.

]

()

Pasal 21

Importir barang bertanggung jawab sebagar pembuat barang yang alimpor apablla importasi barang
tersebut fidzk dilakukan oleh agen atau perwakilan predusen luar negeri.

Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyadia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut
lidak dilakukan cleh agen alau perwakilan penyedia jasa asing.
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Pasal 22

Pembuktian terhacap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dafam
Pasal 19 ayat (4], Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tangqung jawab pelau usaha tanpa
menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan‘atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuni ganti rug: atas
tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat {2). ayat (3), dan ayat (4], dapat
digugat melalui badan penyelesaian sengketa kansumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat
kadudukan konsumen.

(1

(2)

m

]

Pasal 24

Pelaku usaha yang menjual barang dan‘atau jasa kepada pelaku usaha lain bartanggung jawab atas
tuntutan ganii rugi dan‘atau gugatan konsumen apabia:

a.  pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang
dan/atau jasa tersebut;

b. pelaku usaha lain, di dalam fransaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang
danvatau jasa yang dilakukan olsh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan
KOMPOSisi.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dan tanggung jawab atas tuntutan
ganti rugr dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usana lain yang membeli barang dan/atau jasa
menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan'atau jasa
tersebut.

Pasal 25

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas wakiu
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang can‘atau fasiitas purna jual dan
wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayal {1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rug!
dan‘atauv gugatan kensumen apabila pelaku usaha tersebut:

A, ftidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
b. lidak memeonuhi alau gaga' memenuh aminan alau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jamnan dan‘atau garansi yang discpakal
darvatau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dar tanggung jawabn atas kenugian yang diderta
konsumen, apabila:

a.
0.

barang tarsebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
cacal barang limbu! pada kemudian har,;
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cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
kelalasan yang diakbatkan oleh konsuman;

lewatnya jangka wakiu penuntutan 4 (empat} 1ahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka wakiu
yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti nugi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Pasal 22. dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

(1

(2
(3)
(£

(5]

()

()

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

Pemerintah bertanggung jawab alas pembinaan penyelanggaraan perlindungan konsumen yang
menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serla dilaksanakannya kewajiban konsumen
dan pelaku usaha.

Pembinaan oleh pemerintah alas penyelengaaraan pedindungan konsumen sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menter dan/atau menter teknis terkait.

Manteri sebagaimana dimaksud pada ayat {2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan
perfindungan konsumen.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput
upaya untuk:

a tercptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat artara pelaku usaha dan
konsumen;,

berkembangnya lembaga perdindungan konsumen swadaya masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitizn dan
pengembangan ¢ bidang perlindungan konsumen.

Kelentuan lebib lanjut mongenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dialur congan
Peraluran Pemerintah,

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perindungan konsumen sena penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangannya diselenggarakan o'eh pemerintah, masyarakat, dan lembaga
perindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pergawasan clah pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri
dan/atau menteri leknis terkait.
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{3)  Pergawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan
terhadap barang dan‘atau jasa yang heradar d pasar.

(41 Apabila hasil pengawasan sebagaimana dmaksud vada ayal (3} ternyala menyimpana dari peraluran
perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menleri dan‘atau menten leknis
mengambil indakan sesuai dengan ocraluran perundang-undangan yang beraku,

(S)  Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan kensumen swadaya
masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kapada Menteri dan
menteri taknis.

(6) Kewenluan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana tsmaksud pada ayal (1), ayal (2), can ayal
(3) ditetapkan gengan Peraturan Pemerintan,

BAB Vil
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsl, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen
Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkadudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan
bertanggung jawab kepada Prasiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Unluk menjalankan lungsi sebagaimana dmaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsurmen
Nasional mempunyai tugas:

a. memberkan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan
«ehijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

b. malakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang perlindungan kensumen;

c. melakukan penelitian terhadap barang dan‘atau jasa yang menyangkut keselamatan
Xonsumen;

d. mandorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

menyebarluaskan informasi melalul media mengenal perlindungan konsumen can
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen,

f. manerima pangaduan tentang perlindungan kensumen dari masyarakat, lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakal, atau pelaku usaha;
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a

a. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalarm melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Badan Peslindungan Kensumen
Nasional dapal bekerjasama denoan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

Baclan Perlindungan Konsumen Nasional terdifl atas seceang ketua merangkap anggeta, seorang
wakil ketua merangkap angqota, serta sekurang-kurangnya 15 (ima belas) orang dan sebanyak-
banyaknya 25 {dua puluh lima) orang anggota yang mewakdi semua unsur.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhantikan oleh Presiden atas usul

Manteri, setelah dikersultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Masa jabalan kelua, wakil kelua, dan anggota Bagan Pertindungan Konsumen Nasional selama 3
(tiga) tahun cian dapat diangkat kembali untux 1 (satu) kall masa jabatan berikutnya,

Keta dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipitih oleh anggota.

Pasal 36
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nas:onal terdiri atas unsur:
pemerintah;
pelaku usaha;
lembaga perindungan konsumen swadaya masyarakal;
akademisl; dan
tenaga ahli.

oo o

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Kensuman Nasional adalzah:

~ b agdom

warga negara Hepublix indenesia,

perbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pemah dihuxum karena kejahatan;

memiliki pengetahuzan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen: dan
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun,

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

a
b.
C.

meninggal dunia;
mangundurkan diri atas permintaan sendiri:
periempat tinggal di luar witayah negara Republik Indonesia;
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d.  sakit secara terus menesus;
8. berakhir masa jabalan sebaga: anggota;atau
f. diberhentikan.
Pasal 39
(11 Untuk kglanmran pelaksanaan tugas. Badan Perindungan Konsumen, Nasional dbantu oleh
sekretariat.

(2)  Sekrefariat sebagaimana dimaksud pada ayat |1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3)  Fungsi. waas, dan tata kerja sekretanat sebagamana dimaksud pada ayat (1) diawr dalam keputusan
Ketua Badan Perlindungan Kensumen Nasional.

Pasal 40

(1) Apabila diparlukan Badan Pedindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota
Daerah Tingkat | untuk membantu palaksanaan tugasnya.

(2]  Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditelapkan lebih lanjul dengan
keputusan Kelua Badan Perlindungan Konsurmen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan lugas, Badan Perlincungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan lala kerja yang
diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasiceal

Pasal 42

Blaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perdindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran
pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 43

Ketentuzn lebin ianjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Kensumen Nasional diatur dzlam
Peraturan Pemarintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44
(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakal yang memenuhi syarat,

(2] Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikl kesempatan untuk berperan aktit
dalam mewujudkan perlindungan konsumen,

(3)  Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

a menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas nak dan kewajiban dan
xehatl-hatian konsumen dalam mengkensums: barang dan/atau jasa;
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(4)

]

]
(3

(%)

(1

(2]

3

b. memberkan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya:
o bekerja sama oengan inslansi lerkail dalam upaya mewuudkan perlindungan konsumar;

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau
pengaduan konsumen;

8. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan
perfndungan konsuman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lugas lembaga perlindungan kensumen swadaya masyarakalt
sepagaimana cimaksud pada ayalt (3} ciatur dalam Peraturan Pemerntah,

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

Setiap konsumen yang dirugikan oapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas
manyslesaxan sengketa antara konsumean dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di
lingkurgan perad lan umum.

Penyolesaian sengkela konsumen dapat ditempuh me'alui pengadilan atau dfluar pengadilan
berdasarkan pllihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pernyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan
tanggung jawab pidana sebagaimana d:atur dalam Undang-undang.

Apabila lelah cipilih upaya penyelasaian sengkela konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan hanya dapal ditempun apabxla upaya tersebul dinyalakan lidak berhasi! oleh salah salu
pihak atau cleh para pihak yang bersengketa

Pasal 46
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat o/lakukan oleh:
a seorang konsumen yang dirugikan atau ahli wars yang bersangkutan;
b, sekelormpox konsumen yang mempunyai kepenlingan yang sama;

3 lembaga perindungan karsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk
badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tagas
bahwa twijuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perindungan
«onsumen dan te'sh melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya:

d. pemerintah darvalau inslansi terkail apabila barang dan‘alau jasa yang d xensumsi alau
dimanfaalkan mengakibatikan kerugian maleri yang besar dan‘alau korban yang lidak sedikil.

Gugatan yang diajukan nleh sekelompek konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat atau pemenntah sebagaimana dimaksud pads ayat (1] hurui b, huruf ¢, stau huruf d
diajukan kepaca peradilan umum.

Ketenluan kebib lanjul mengenai kerugian materi yang basar danvalau koroan yang lidak sedikil
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf d datur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedus
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyeolesaian sengketa konsumen d luar pengaditan diselenggarakan untuk mencapai kesepakalan
mengenal bentuk dan besarnya ganti rugi can‘atau mengena tindakan lertentu untuk menjamin lidak akan
terjao kembali atau lidak axan lerulang kembali kerugian yang diderila cich konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesalan Sengketa Melalul Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadian mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum
yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat Il untuk
penyelasaian sengkata kensumen di luar pengadilan.

(2)  Untux dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, sesecrang harus
memenuhl syarat sebagal berlkut:

a. warga negara Republik Indonesia;

berbadan sehat;

berkeiakuan balk;

tidak parnah dihukum karena kejahatan;

memillki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan kansumen,
benusa sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2 terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan
unsur pelaku usaha.,

(4] Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat {3) benumilah sedikit-d&itnya 3 itiga} orang,
dan sebanyak-banyaknya 5 {lima) orang.

(5)  Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyslesaian sengketa konsumen ditetapkan olen
Neantari.

o a0 o

Pasal 50
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayal (1) terdiri atas:
a.  ketua merangkap anggota;
b.  wakil ketua merangkap anggota:
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Pasal 51
Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu cleh sekretariat.

Sekrefarial badan penyelesaian sengkela konsumen lerdin alas kepala sekretariat dan anggota
sekrelarial.

Pergangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian
sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a

o a0

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengkela kensumen, dengan cara melajui mediasi alau
arbirase alau konsliasi:

memberkan konsultas! perdindungan konsumen:

malakukan pengawasan terhadap pencanturnan klausula baku;

melaporkan kepada penyidik umum apabila terjad pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

menerima pengaduan baik tertulis maupun fidak tertulis. aari konsumen tentang terjadinya
pelanggaran tarhadap parlindungan konsumen;

melakukan penelilian dan pemeriksaan sengxela parlindungan konsurmen;

memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran ferhadap perindungan
konsumen;

meamanggil dan menghadirkan saksi, saks: ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui
pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahll, atau setiap crang
sebagaimana aimaksud pada hurut g dan huruf b, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan
penyelesaian sengketa konsumen;

mandapatkan, meneliti dan‘atau menila surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan
dan/atau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

meambentahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan palanggaran terhadap perlindungan
konsumen;

menjaluhkan sanksi administratil kepada pelaku usaha yang melanggar kelentuan Undang-undang
inl.

Pasal 53

Ketentuan lebih anjut mengenal pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa
konsumen Daerah Tingkat Il diatur dalam surat keputusan menteri.

]

(2

Pasal 54

Untuk menangani dan menyelesaikan sengkata konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumean
membentuk majelis.

Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3
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(tga) orang yang mewaxili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat [3). serta
dibantu oleh seorang panitara.

Putusan maielis bersifal final dan mengikal.

Ketentuan tekn:s lebih lanjut mengenal pelaksanaan tugas majels diatur dalam surat keputusan
menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan pakng lambat dalam waxiw 21 (dua
puluh zatu) han kerja setelah gugatan diterima.

(5)

Pasal 56

Dalam wakiu paling lambat 7 {{ujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan
tersebul.

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negen paling lambat 4 (empat belas)
hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jang«a waktu sebagaimana dimaksud paca
ayat (2) dianggap menarima pulusan badan panyelesaian sengketa konsuman.

Apabila ketentuan sebagamana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (3) lidak dijalankan oleh pelaku
usaha, badan penyelesalan sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebul kepada penyidik
untuk melakukan penyidikan sesual dengan ketentuan perundang-uncangan yang berlaku,

Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
bukti parmulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagamana dimaksud dalam Pasal 54 ayal (3} dimintakan penstapan eksekusinya kepada
Pergadilan Negeri di fempal kensumen yang dirugikan.

]
(2]

(3)

n

Pergadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan alas keberalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayal {2) dalam waklu paling lambal 21 {gua puluh $alu} hari sejak diterimanya keberatan,

Terhadap putusan Pengadilan Negen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). para pihak dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) han dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Mahkarnah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan pulusan dalam wakiu paling lambat 30
(liga puluh) har sejax mererima permohenan kasasi.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 59

Selain Pezbat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawal Neger Sipll tertentu di ling<ungan
instansi pemenntah yang lingkup tugas dan tangqung |awabnya di bidang perlindungan konsumen
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(4

]
(2]

(3

juga diber wewenang khusus sebagan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang bariaku

Perwyidik Pajabal Peaawai Negeri Siprl sebagaimana dimaksud pada avat (1) berwonana:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. malakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak

pidana di bidang perlindungan konsumen;

c meminta keterangan dan bahan bukti dar orang atau bacan hukum schubungan dengan
penstiwa findak pidana di bidang perlindungan konsumen:

d. mealakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan o tempal lertentu yang diduga terdapal banan bukti serla melakukan
penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat cijadikan bukli daiam perkara tindak
pldana di bidang perlincungan konsumen.

f Meminta bantuan shli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di hidang
perfndungan kansuman.

Penyidik Pejabal Pegawal Negeri Sipl sehagaimana dimaksud pada ayat (1) memberilahukan
dimulainya penyidikan dan hasil penyidixannya kepada Penyidik Pejabal Polisi Negara Republik
Indonesia,

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB Xl
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Badan penyelesaian sengketa konsumen benwenang menjaluhkan sanksi administratil terbadap
pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayal (2) dan ayal (3], Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

Sarksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta
rupiah).

Tala cara penelapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam peraluran perundang undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana capat dilakukan ternadap pelaku usana danvatau pengurusnya.
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(1) Palaku usaha yang melanggar kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10,
Pasal 13 ayal (2], Pasal 15, Pasal 17 ayal (1} huru! a. huruf b, huruf ¢. hurul e. ayal (2) dan Pasal 18
dipidana gengan pidana penjara paling lama 5 (Fma) lahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 {dua miliar rupiah}.

(2)  Pelaku usaha yang mefanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13
ayat (1), Pasal 14. Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) hunuf d dan hunof f dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (duz) tahun atau pidana dendz paling banyak Rp 500.000.000,00 {ima ratus juta
rupiah).

(3)  Terhadap pefanggaran yang mengaxibatkan luka beral saxil beral, cacal letap alau kematian
diberlakukan ketentuan pidana yang beslaku.

Pasal 63

Terhadap sanksl pidana sebagaimana dimaksud dalam Pagzal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan,
berupa:

a.  perampasan barang tertentu;

0. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsurnen:
e kewajiban penarikan barang dari peredaran;atau
f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bartujuan melindungi konsumen yang telah ada
pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dialur secara khusus
darvatau lidak berlentangan dengan ketentuan dalarn Undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Undang-undang inl mulal berlaku setelah 1 {satu) tahun sejak duncangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memearintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penampatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 April 1959
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Tid.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA/'SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Td.
AKBAR TANDJUNG
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